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I. PENDAHULUAN: 

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan 

dinyatakan terbuka untuk umum.  

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, 

S.K.H., M.M., di dampingi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, 

S.H., M.H dan H. Ansory Siregar, Lc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di 

atas. 

 

II. CATATAN  RAPAT 

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai 

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Ketua Forum 

Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Ketua Umum 

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Ketua Umum Forum Komunikasi KBIHU menjelaskan tentang: 

a. Perlunya meningkatkan kualitas ibadah bagi para jemaah haji mulai dari 

wukuf, thowaf, sya’i hingga do’a dan dzikirnya. 

b. Tugas KBIHU adalah memberikan pembimbingan dan pendampingan 

terhadap para jemaah haji sejak di Tanah Air, selama di Arab Saudi, hingga 

kembali ke Tanah Air. 

c. Saat ini seorang pembimbing KBIHU mendampingi lebih dari 135 orang 

jamaah haji, idealnya 90 orang. 

d. Jumlah KBIHU yang saat ini sebanyak 1.836 kelompok yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

e. FK-KBIHU didirikan di Bandung tanggal 5 Mei 2005 dengan tagline 

“Komunikasi, Kordinasi, Kolaborasi, dan Sinergi.” 

 

2. Ketua Umum IPHI menjelaskan tentang: 

a. IPHI merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah silaturahmi, 

komunikasi, aspirasi, dan fasilitasi serta advokasi bagi anggota haji, yakni 

warga negara Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji. 

b. Tujuan dibentuknya IPHI adalah untuk mempertahankan kemabruran haji bagi 

para anggotanya. 

c. IPHI mengusulkan agar ada larangan penggunaan visa selain selain visa haji 

dalam penyelenggaraan haji. 
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3. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umrah menyampaikan pandangan sebagai berikut: 

a. Perlu seleksi yang ketat untuk jatah pembimbing sehingga dapat memberikan 

bimbingan yang diperlukan kepada jamaahnya.  

b. Perlu masukan dari KBIHU dan IPHI mengenai pandangan mereka terhadap 

pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH). 

c. Perlu diantisipasi mengenai adanya haji mandiri karena perjalanan haji mandiri 

sangat dimungkinkan berkat kemajuan teknologi. 

d. Perlu pandangan dari KBIHU dan IPHI apakah BPH perlu memiliki struktur 

hingga ke provinsi dan kabupaten/kota atau cukup di kantor pusat saja. 

e. Perlu pertimbangan apakah penyelenggaraan umrah perlu dimasukan ke 

dalam kelembagaan BPH. 

f. Perlu pengkajian terhadap masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi agar dapat 

dipersingkat sehingga dapat menekan angka Bipih yang dibayarkan oleh 

jemaah. 

g. Pengurus Forum Komunikasi KBIHU dan IPHI diminta untuk menyampaikan 

jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota 

Komisi VIII DPR RI.  

 

 

III.     P E N U T U P 

 Rapat ditutup pukul 15.30 WIB. 

 

PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI 

MENGENAI RUU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 

KETUA, 

 

TTD  

  

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M. 

 

 

 


